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SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
JAKARTA

NOMOR : 180.6/KPTS/OT.050/H.12.12/05/2025
TENTANG

MEKANISME PENETAPAN
TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
DI BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA

1. Kepala Balai membuat Nota Dinas kepada Kepala Subbagian Tata Usaha, Ketua Tim
Kerja Layanan Kerjasama dan Diseminasi Modernisasi Pertanian, Ketua Tim Kerja
Program, Evaluasi dan Penerapan Modernisasi Pertanian untuk mengajukan nama-
nama Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Balai Penerapan
Modernisasi Pertanian Jakarta

2. Kepala Subbagian Tata Usaha, Ketua Tim Kerja Layanan Kerjasama dan Diseminasi
Modernisasi Pertanian, Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi dan Penerapan
Modernisasi Pertanian menyampaikan usulan nama calon Tim Kerja Pembangunan
Zona Integritas  Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM) di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta.

3.  Kepala Balai memberikan disposisi kepada Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi dan
Penerapan Modernisasi Pertanian untuk membuat draft Keputusan Tim Kerja
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sesuai usulan Kepala Subbagian
Tata Usaha, Ketua Tim Kerja Layanan Kerjasama dan Diseminasi Modernisasi
Pertanian, Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi dan Penerapan Modernisasi Pertanian.

4, Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi dan Penerapan Modernisasi Pertanian membuat
konsep draft Keputusan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di
Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta sebagaimana arahan Kepala Balai.

5.  Kepala Balai menetapkan melalui Keputusan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM).

6.  Surat Keputusan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Balai
Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta dibagikan kepada seluruh anggota Tim.

7. Anggota Tim Kerja mendokumentasikan Keputusan Tim Kerja Pembangunan Zona
Integritas  Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani (WBBM) di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta.




